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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9/HK.03.1-

Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG 

TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN. 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir 

Selatan tentang Klasifikasi Informasi Yang Termasuk Dalam 
Kategori Informasi Yang Dikecualikan. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Pesisir Selatan ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4674); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 



Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).  

 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir 
Selatan Nomor 7 Tahun 2022  diatur tentang :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir 
Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang termasuk dalam 
Kategori Informasi yang Dikecualikan. 

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini 
berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Juli 2022. 
 
Lampiran 1 Halaman. 

 


